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ABSTRAK 

 

       Bantuan hukum merupakan jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi bantuan 

hukum kepada masyarakat yang tidak mampu, untuk memperoleh keadilan 

melalui jasa para penegak hukum tanpa mengeluarkan biaya. Advokat dapat 

menjadi pihak pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma atau sering disebut 

dengan Pro Bono, yang diatur telah dijamin dengan Undang Nomor 16 Tahun 

2011 Tentang Bantuang Hukum, Pasal 22 Undang-Undang Advokat, Kode Etik 

Advokat yang secara insplisit memberikan kewajiban bagi Advokat untuk 

memberikan bantuan hukum.  

       Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran advokat dalam pemberian 

bantuan hukum secara cuma-cuma (Pro Bono) pada penyelesaian perkara perdata 

di Pengadilan Negeri, mengetahui mekanisme pemberian bantuan hukum secara 

cuma-cuma (Pro Bono) oleh Advokat pada penyelesaian perkara perdata di 

Pengadilan Negeri, dan mengetahui hambatan dalam pemberian bantuan hukum 

secara cuma-cuma (Pro Bono) pada penyelesaian perkara perdata di Pengadilan 

Negeri serta upaya mengatasinya.  

       Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis empiris, dekriptif analitis, data 

primer dan data sekunder, yang dihasilkan berdasarkan wawancara dengan 

narasumber terkait. Dimana hasil wawancara sebagai data utama diolah dengan 

dianalisis secara kualitatif.  

       Dengan hasil penelitian yang diperoleh bahwa peran Advokat dalam Pro 

Bono berkaitan dengan perannya sebagai konsultan hukum dan kuasa hukum, 

yang membantu masyarakat memperoleh jasa hukum secara gratis dengan 

didampingi dan diwakilkan selama beracara di pengadilan. Dengan mekanisme 

Pro Bono meliputi tahap pendahuluan, tahap validasi, dan tahap keputusan. Dari 

pelaksanaan Pro Bono terdapat hambatan yang dihadapi berupa : a. Minimnya 

daya mengikat atau sanksi yang tegas bagi Advokat yang tidak menjalankan Pro 

Bono; b. Terbatasnya Advokat yang menjalankan Pro Bono dalam perkara 

perdata; c. Terbatasnya dana yang diberikan negara untuk pelaksanaan bantuan 

hukum; d. Rendahnya sikap kooperatif dan inisiatif dari masyarakat dalam 

pelaksanaan bantuan hukum. Dari hambatan yang ada para pihak baik Advokat 

ataupun Pengadilan Negeri Semarang mengupayakan memaksimalkan 

pelaksanaan bantuan hukum. 
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